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ABSTRACT

In Sajad District, Sambas Regency, in the 2019 elections, no persons with
disabilities in Sajad District exercised their right to vote. The problems that
occurred in Sajad District became one of the problems faced by the District
Election Committee. Bearing in mind that the process of holding general
elections at the sub-district level is the responsibility of PPK members, so they
have an important role in overcoming this problem. The problem formulation
for this research is: 1) What is the role of PPK in increasing the presence of
people with disabilities in the implementation of elections in Sajad District. 2)
How is the application of Law Number 8 of 2016 concerning political rights
for persons with disabilities in Sajad District. This type of research is
qualitative research. The approach used is an empirical sociological approach.
This research was conducted on events related to legal effectiveness. Data
collection techniques using three techniques, namely: Observation, Interview,
and Documentation. The results of this research succeeded in revealing that
the role of PPK in increasing the presence of people with disabilities in the
implementation of elections in Sajad District is divided into two, namely: 1)
Carrying out outreach to the entire community, including people with
disabilities. 2) Coming directly to the home of the disabled person to appeal
and invite the disabled person to attend the polling station, both roles are in
accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 Article
53 Paragraph 1 letter E. Implementation of Law Number 8 of 2016 concerning
political rights for people with disabilities in Sajad District is divided into two,
namely: 1) providing outreach to people with disabilities to attend elections,
in accordance with Law Number 8 of 2016 Article 13 Letter C. 2) PPK Sajad
District visits directly to the homes of people with disabilities to provide
understanding related to election procedures for persons with disabilities in
accordance with Law Number 8 of 2016 Article 13 Letter G.
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ABSTRAK
Di Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas pada pemilu tahun 20109,
penyandang disabilitas di Kecamatan Sajad tidak ada yang menggunakan
hak pilihnya. Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Sajad menjadi salah
satu masalah yang dihadapi Panitia Pemilihan Kecamatan. Mengingat, proses
pelaksanaan pemilihan umum di tingkat kecamatan menjadi tanggungjawab
anggota PPK, sehingga mereka memiliki peran penting untuk mengatasi
masalah tersebut. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1)
Bagaimana peran PPK dalam meningkatkan kehadiran penyandang
disabilitas dalam pelaksanaan pemilu di Kecamatan Sajad. 2) Bagaimana
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penerapan Undangundang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak politik bagi
penyandang disabilitas di Kecamatan Sajad. Jenis penelitian ini adalah
penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan pendekatan sosiologis
empiris. Penelitian ini dilakukan terhadap kejadian-kejadian yang berkaitan
dengan keefektifan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan
menggunakan tiga teknik yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.
Hasil penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa peran PPK dalam
meningkatkan kehadiran penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu
di Kecamatan Sajad dibagi menjadi dua yaitu: 1) Melakukan sosialisasi
kepada seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitass. 2) Datang
langsung ke rumah penyandang disabilitas untuk menghimbau dan
mengajak penyandang disabilitas untuk hadir di TPS, kedua peran tersebut
sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 53
Ayat 1 huruf E. Penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
hak politik bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Sajad dibagi jadi dua
yaitu: 1) memberikan sosialisasi kepada penyandang disabilitas untuk
menghadiri pelaksanaan pemilu, sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun
2016 Pasal 13 Huruf C. 2) PPK Kecamatan Sajad mendatangi langsung ke
rumah penyandang disabilitas untuk memberikan pemahaman terkait tata
cara pemilu bagi penyandang disabilitas sesuai Undang-undang Nomor 8
Tahun 2016 Pasal 13 Huruf G.

Kata Kunci: PPK, Penyandang Disabilitas, Pemilu, Undang-Undang

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang berusaha
mengejar ketertinggalan untuk menjadi negara maju dengan konsep
pembangunan. Di negara berkembang pemerintah berupaya
mengembangkan sektor kehidupan masyarakat seringkali menghadapi
berbagai kendala. Salah satu kendala pemerintah dalam menerapkan konsep
pembangunan adalah masalah partisipasi atau keterlibatan warga negara.
Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan atas sistem politik yang dibangun
oleh sebuah negara. 1 Sebagai negara berkembang tentunya Indonesia harus
berjuang untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Tentunya,
pembangunan tidak dapat dilakukan hanya oleh kalangan tertentu,
mengingat permasalahan tidak hanya datang dari salah satu kelompok
masyarakat. Sehingga untuk melakukan pembangunan sangat dibutuhkan
keterlibatan dari berbagai kalangan masyarakat. Maju dan berkembangnya
pembangunan dalam suatu negara sangat tergantung dari keterlibatan warga
negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun
perempuan. Sehingga keterlibatan setiap warga negara menjadi syarat
mutlak bagi tercapainya tujuan nasional, artinya tanpa adanya partisipasi
politik warga negara maka tujuan nasional yang hendak dicapai menjadi sulit
untuk diwujudkan. Seiring dengan era reformasi yang semakin terbuka
ditandai dengan hidupnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat tentunya
memberikan kesempatan yang luas kepada setiap warga negara untuk
menikmatinya. 2 Oleh karena itu, ingin melakukan peningkatan
pembangunan di negara dengan melibatkan warga negara tanpa terkecuali
lakilaki maupun perempuan. Indonesia merupakan negara yang memerlukan
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masyarakatnya untuk berpartisipasi didalam proses perumusan dan
penetuan kebijaksanaan pemerintahan, dengan kata lain setiap warga negara
tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan
semestinya terlibat dalam proses pembangunan terutama dibidang politik.
Dengan demikian, keinginan dan harapan setiap warga negara dapat
terakomodasi melalui sistem politik yang terbangun. 3 Dalam kehidupan
sosial bernegara, setiap warga negara pada dasarnya tidak ada pembedaan
atas hak dan kewajibanya, semuanya sama dihadapan hukum dan
pemerintahan.

Termasuk dalam hal ini adalah hak berpolitik, hak untuk memberikan
pendapat dan hak untuk melakukan koreksi atas pemerintahan. Pergantian
kepemimpinan sebagai salah satu keniscayaan dalam sistem demokrasi
menuntut keterlibatan warga negara didalamya. Mengingat, seorang
pemimpin juga akan berpengaruh terhadap bagaimana pembangunan di
dalam suatu negara, tentunya dalam hal ini sangat penting untuk memilih
pemimpin yang mampu membangun suatu negara. Di Indonesia hak
berpolitik dimiliki oleh setiap warga mnegaranya, terlebih Indonesia
merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
Tentunya segala sesuatu telah diatur di dalam agama Islam termasuklah di
dalam memilih pemimpin.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif pada umumnya melibatkan proses pengumpulan analisis, dan
intepretasi data, serta penulisan hasil-hasil penelitian. Penelitian kualitatif
merupakan penelitian yang bersifat interpretatif (menggunakan penafsiaran)
yang melibatkan banyak metode, dalam menelaah masalah penelitiannya.
Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, dalam penelitian ini peneliti akan
mengumpulkan data tentang peran PPK dalam meningkatkan kehadiran
penyandang disabilitas pada pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan
Sajad. Hal itu dilakukan agar peneliti dapat melakukan analisis terhadap
data yang didapat di Kecamatan Sajad.

PEMBAHASAN
A. Peran PPK Dalam Meningkatkan Kehadiran Penyandang Disabilitas
Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Kecamatan Sajad

Disabilitas merupakan kondisi dimana seseorang memiliki
keterbatasan sehingga membuat mereka sulit untuk melakukan sesuatu
secara penuh. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2016 pasal 1 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap
orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau
sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan
lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi
secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan
kesamaan hak.

Kesamaan yang dimaksud adalah keadaan yang memberikan peluang
dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk
menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan
masyarakat. 67 Berdasarnya pernyataan undang-undang menunjukan
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bahwa penyandang disabilitas adalah suatu kondisi dimana seseorang
memiliki keterbasan fisik maupun mental, sehingga menjadikan kesulitan
untuk melakukan aktivitas secara penuh. Salah satunya adalah melakukan
aktivitas atau menghadiri pelaksanaan pemilihan umum. Seperti yang terjadi
di Kecamatan Sajad Kebupaten Sambas tepatnya pada pelaksanaan pemilu
tahun 2019 dan tahun 2020 penyandang disabilitas tidak ada satupun yang
hadir. Sehingga hal itu menuntut anggota PPK di Kecamatan Sajad untuk
berperan dalam menghadirkan penyandang disabilitas di Kecamatan Sajad
pada pemilu akan datang. Peran sendiri menurut Soerjono Soekanto, yaitu
peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang
melaksanakan sesuai dengan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan
suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai
macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung
jawab yang telah diberikan oleh masingmasing organisasi atau lembaga. 68
Berdasarkan pengertian tersebut menunjukan bahwa suatu kedudukan atau
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK sebagai panitian pemilihan
kecamatan. Oleh karena itu peran PPK dalam menghadirkan penyandang
disabilitas dalam pelaksanaan pemilu di Kecamatan Sajad itu sangat penting.

Adapun peran PPK dalam menghadirkan penyandang disabilitas dalam
pelaksanaan pemilu di Kecamatan Sajad, sebagaimana yang disampaikan
Syahidin selaku ketua PPK Kecamatan Sajad adalah dengan melakukan
sosialisasi terkait seluruh tahapan pemilu kepada seluruh masyarakat
terutama kepada penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Sajad.69
Selain Syahidin, salah satu penyandang disabilitas di Kecamatan Sajad yakni
Lideawati juga mengungkapkan hal yang sama dimana anggota PPK
Kecamatan Sajad telah melakukan sosialisasi bagi mereka penyandang
disabilitas. 70 Melalui kedua pendapatan yang disampaikan baik itu dari
Syahidin ketua PPK Kecamatan Sajad maupun Lideawati selaku penyandang
disabilitas Kecamatan Sajad yang menunjukan bahwa PPK Kecamatan Sajad
melakukan sosialisasi untuk menghadirkan penyandang disabilitas dalam
pelaksanaan pemilu. Selain melakukan sosialisasi PPK di Kecamatan Sajad
juga mengajak langsung penyandang disabilitas dengan datang ke
rumahrumah penyandang disabilitas agar saat pelaksanaan pemilu
mendatang hadir di TPS untuk melakukan pemilihan umum.71 Hal itu
seperti yang disampaikan oleh Lideawati yang mengaku rumahnya pernah
didatangi oleh petugas PPK yang memberikan pemahaman terkait
pelaksanaan pemilu sekaligus mengajak dirinya untuk hadir di TPS pada
saat pelaksanaan pemilu.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukan bahwa peran PPK
Kecamtan Sajad dalam mengadirkan pendanyandang disabilitas dalam
pelaksanaan pemilu sangat penting. seperti yang dilakukan oleh PPK di
Kecamatan Sajad yang dalam perannya dalam menghadirkan penyandang
disabilitas pada pemilu akan datang yakni ada dua cara yaitu: pertama,
melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat termasuk penyandang
disabilitass. Kedua, datang langsung ke rumah penyandang disabilitas untuk
menghimbau dan mengajak penyandang disabilitas untuk hadir di TPS
terdekat untuk melakukan pemilihan umum. Kedua peran tersebut sesuai
dengan tugas dari PPK yang telah tertuang dalam Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 53 Ayat 1 huruf E yang menyebutkan
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tugas PPK adalah “melaksanakan sosialisasi penyelenggaran pemilu
dan/atau yang berkaitan dengab tugas dan wewenang PPK kepada
masyarakat”. 73 Sehingga jelas upaya yang dilakukan oleh PPK Kecamatan
Sajad dalam menghadirkan sesuai dengan tugasnya sebagai angota PPK.

B. Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik
Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Sajad

Penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik
Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Sajad tentunya menjadi salah
satu tugas PPK Kecamatan Sajad. Hal itu dikarenakan PPK Kecamatan Sajad
memiliki tugas sebagai panitia pemilihan umum di Kecamatan Sajad. Sesuai
dengan yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2017 Pasal 53 Ayat 1 huruf A yang menyebutkan tugas PPK yaitu:
“melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat
Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota”.74 Berdasarkan undangundang tersebut menunjukan
bahwa untuk memenuhi hak politik bagi penyandang disabilitas menjadi
tugas bagi anggota PPK di Kecamatan Sajad.

PPK di Kecamatan Sajad dalam menerapkan Undang-undang Nomor 8
Tahun 2016 Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan
Sajad telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah dengan
melakukan sosialisasi dan datang langsung ke rumah penyadang disabilitas
untuk mengajak penyandang disabilitas hadir pada saat pelaksanaan
pemilihan umum di TPS. 75 Tentunya hal itu menunjukan bahwa PPK
Kecamatan Sajad telah berupaya untuk menerapkan Undangundang Nomor
8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas. Sementara
Lideawati juga menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh PPK Kecamatan
Sajad sudah sesuai dengan harapan untuk memberikan hak politik bagi
penyandang disabilitas. 76 Upaya yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sajad
menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk memberikan kesempatan
bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan haknya untuk memilih.

Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016
Pasal 13 Huruf C Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas yang
berbunyi “memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta
dalam pemilihan umum”.77 Melalui upaya PPK Kecamatan Sajad yang
datang langsung ke rumah-rumah penyandang disabilitas untuk
memberikan penjelasan terkait pelaksanaan pemilu menunjukan bahwa
penyandang disabilitas mendapatkan aksesibilitasi dari PPK. Seperti yang
disampaikan oleh Lideawati yang mnejelaskan bahwa PPK pernah datang ke
rumahnya untuk memberikan penjelasan terkait pelaksanaan pemilu bagi
penyandang disabilitas.78 Hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 8
Tahun 2016 Pasal 13 Huruf G Tentang Hak Politik Bagi Penyandang
Disabilitas yang berbunyi “memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan
prasarana penyelenggaraan pemilihan wumum, pemilihan gubernur,
bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain”.

79 Hal itu dikarenakan penyandang disabilitas di Kecamatan Sajad
memiliki cara khusus dalam melaksanakan pemilihan yang dapat
memberikankemudahan bagi penyandang disabilitas. Salah satunya
aksesbilitasi yang didapat dengan datangnya anggota PPK Kecamatan Sajad
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ke rumah penyandang disabilitas untuk memberikan penyampaian terkait
pelaksanaan pemilu bagi penyandang disabilitas. Upaya-upaya yang telah
dilakukan oleh PPK Kecamatan Sajad menunjukan bahwa PPK telah
melakukan berbagai upaya untuk memberikan hak politik bagi penyandang
disabilitas. Adapun upaya-upaya tersebut diantaranya adalah, Pertama,
memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat dan terutama bagi
penyandang disabilitas untuk menghadiri pelaksanaan pemilu, hal itu
menunjukan bahwa PPK Kecamatan Sajad telah melaksanakan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Huruf C Tentang Hak Politik Bagi
Penyandang Disabilitas yang berbunyi “memilih partai politik dan/atau
individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum”. 80 Kedua, PPK
Kecamatan Sajad mendatangi langsung ke rumah-rumah penyandang
disabilitas untuk memberikan pemahaman terkait tata cara pelaksanaan
pemilihan umum bagi penyandang disabilitas dan mengajak mereka hadir
dalam pemilu sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13
Huruf G Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas yang berbunyi
“memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan
pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan
kepala desa atau nama lain”.81 Sementara itu, dengan terlaksananya
berbagai tahapan-tahapan yang dilakukan oleh PPK dalam pelaksanaan
pemilihan umum, terutama dalam memberikan sosisalisasi dan
mengunjungi penyandang disabilitas di Kecamatan Sajad. Hal itu
menunjukan bahwa PPK Kecamatan Sajad telah menjalankan tugasnya
sebagai anggota PPK yang tertuang dalam Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 53 Ayat 1 huruf A yang menyebutkan
tugas PPK adalah “melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di
tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota”.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka
bagian penutup dari jurnal ini peneliti menyimpulkan Bahwa Setelah
dilakukan pemaparan secara mendalam terkait penelitian yang tentang
“Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Menghadirkan Penyandang
Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Sebagai Implementasi
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Bagi Penyandang
Disabilitas Di Kecamatan Sajad” maka dapat disimpulkan beberapa hal yang
berkaitan langsung dengan rumusan masalah. Berikut adalah kesimpulan
yang berhasil didapat: 1. Peran PPK Dalam Meningkatkan Kehadiran
Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Kecamatan Sajad
yaitu: pertama, melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat termasuk
penyandang disabilitass. Kedua, datang langsung ke rumah penyandang
disabilitas untuk menghimbau dan mengajak penyandang disabilitas untuk
hadir di TPS terdekat untuk melakukan pemilihan umum. Kedua peran
tersebut sesuai dengan tugas dari PPK yang telah tertuang dalam Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 53 Ayat 1 huruf E
yang menyebutkan tugas PPK adalah “melaksanakan sosialisasi
penyelenggaran pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan
wewenang PPK kepada masyarakat”. 2. Penerapan Undang-Undang Nomor 8
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Tahun 2016 Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas oleh PPK
Kecamatan Sajad terdiri dari: Pertama, melakukan sosialisasi terhadap
penyandang disabilitas untuk 54 menghadiri pelaksanaan pemilu, hal itu
menunjukan bahwa PPK Kecamatan Sajad telah melaksanakan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Huruf C Tentang Hak Politik Bagi
Penyandang Disabilitas yang berbunyi “memilih partai politik dan/atau
individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum”. Kedua, PPK
Kecamatan Sajad mendatangi langsung ke rumah-rumah penyandang
disabilitas untuk memberikan pemahaman terkait tata cara pelaksanaan
pemilihan umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Huruf G Tentang Hak Politik Bagi Penyandang
Disabilitas yang berbunyi “memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan
prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur,
bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain”.
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